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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 
 

A. Asuransi Syariah 

1. Pengertian Asuransi 

Asuransi berasal dari kata verzekering 

(pertanggungan) yang berarti pertanggungan. Istilah 

pertanggungan umumnya dipakai dalam literatur 

hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di 

Indonesia. Sedangkan istilah asuransi berasal dari 

istilah assurantie (asuransi) atau assurance (Inggris) 

lebih banyak dikenal dan digunakan oleh kalangan 

pelaku usaha (bisnis). Dengan kata lain, asuransi 

adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melindungi 

orang, kelompok, atau aktivitas usaha terhadap risiko 

kerugian finansial dengan cara membagi atau menjual 

resiko melalui pembayaran sejumlah premi. 
1
 

                                                             
1
Mulhadi, Dasar-dasar Hukum Asuransi, (Depok:PT Raja Grafindo 

Persada, 2017), hlm.1 
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Menurut Husain Hamid Hisan mengatakan 

bahwa asuransi adalah sikap ta’awun yang telah diatur 

dengan sistem yang rapi, antara sejumlah besar 

manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu 

peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa 

tersebut, maka semuanya saling menolong dalam 

menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit 

pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-

masing peserta. Dengan pemberian (derma) tersebut, 

mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang 

dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan 

demikian, asuransi adalah ta’awun yang terpuji, yaitu 

saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa.
2
 

Di Indonesia saat ini pengertian asuransi 

tercantum didalam kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang (KUHD) dan diatur secara khusus didalam 

undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian. Asuransi merupakan perjanjian 

                                                             
2
 Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan 

Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004) hlm. 29 
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sebagaimana dinyatakan dalam KUHD Pasal246, 

bahwa “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu 

perjanjian dengan mana seorang penanggung 

mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan 

menerima suatu premi,untuk penggantian kepadanya 

karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan 

keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan 

dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak 

tertentu.
3
 

2. Pengertian Asuransi Syariah 

Asuransi syariah disebut juga dengan asuransi 

ta’awun yang artinya tolong-menolong atau saling 

membantu, atas dasar prinsip syariat yang saling 

toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin 

kebersamaan dalam meringankan bencana yang 

dialami peserta.
4
 

                                                             
3
Tuti Rastuti,Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, (Yogyakarta : 

Penerbit Medpress Digital,2016) hlm.1-3 
4
 Abdullah Amrin,Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah,(Jakarta: 

PT. Elex Media Komputindo,2011), hlm.36 
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Pendapat Musthapa Ahmad Zarqa yang 

dikutip oleh Husain Hamid Hisan mengatakan, bahwa 

asuransi yang dipahami oleh ulama fiqih adalah 

sebuah sistem Ta’awun dan Tadhamun yang bertujuan 

untuk menghilangkan kerugian-kerugian peserta dari 

peristiwa-peristiwa atau musibah.
5
 

Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-

MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi 

Syariah menyebutkan, asuransi syariah adalah usaha 

saling melindungi dan tolong menolong di antara 

sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam 

bentuk aset atau tabarru yang memberikan pola 

pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu 

menggunakan akad yang sesuai dengan syariah.
6
 

Asuransi syariah berdasarkan Dewan Syariah 

Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

                                                             
5
Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat,(Jakarta: Prenada 

Media Group,2010), hlm. 241 
6
https:// money. kompas.com/read/ 2019/ 05/ 14/ 121200326 

/mengenal- asuransi -syariah? page= all#:~:tex t=Fatwa %20 DSN %20 

MUI%20 Nomor%2021,untuk% 20 menghadapi% 20risiko% 20terten u%  

20menggunakan diakses pada tanggal: 23 Januari 2021 pukul 10:20 
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adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong-

menolong di antara sejumlah orang melalui investasi 

dalam bentuk aset dana atau Tabarru yang 

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi 

risiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariah. 

Asuransi syariah adalah sebuah sistem dimana para 

peserta mendonasikan sebagian atau seluruh 

kontribusi atau premi yang mereka bayar untuk 

digunakan membayar klaim atas musibah yang 

dialami oleh peserta.
7
 

 

3. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi 

Konvensional 

Berdasarkan perbedaan Asuransi konvensional 

dan Asuransi Syariah diatas dapat dijelaskan yaitu 

sebagai berikut : 

a. Dari bentuk akad, dalam Asuransi Syariah akad 

yang digunakan adalah akad tabarru dan akad 

tijarah (mudharabah, wakalah, wadiah dan 

                                                             
7
Mulhadi,Dasar-dasar Hukum Asuransi,(Depok : PT Raja Grafindo 

Persada, 2017), hlm.293 
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sebagainya). Sedangkan dalam akad Asuransi 

konvensional adanya akad jual beli. 

b.  Dari sumber hukum, sumber hukum Asuransi 

Syariah bersumber dari AlQur’an dan hadist, qiyas 

dan lain-lain. Sumber hukum Asuransi 

konvensional bersumber dari pemikiran manusia 

dan kebudayaan, berdasarkan hukum positif, 

hukum alami, dan lain-lain. 

c.  Dari segi kepemilikan dana, dalam perusahaan 

asuransi syariah dana yang terkumpul dari peserta 

asuransi berupa pembayaran kontribusi merupakan 

hak milik peserta. Pihak perusahaan asuransi 

sebagai pengelola atau pemegang amanah dari 

peserta Asuransi syariah. Adapun dalam asuransi 

konvensional, iuran yang dibayarkan peserta 

asuransi menjadi milik perusahaan, dan berwenang 

menentukan sendiri jenis dan bentuk dari investasi 

kemana saja. 
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d. Dari segi dewan pengawas syariah, adanya dewan 

pengawas syariah dalam mekanisme berjalannya 

Asuransi Syariah merupakan suatu keniscayaan 

selain bertugas mengawasi operasional dalam hal 

pengeluaran produk dan investasi dari asuransi 

syariah agar dalam kegiatannya tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip syariah. Pada asuransi 

konvensional tidak ada dewan pengawas syariah 

sehingga dalam praktiknya dimungkinkan adanya 

hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah.
8
 

e. Dari segi investasi, dalam asuransi syariah unsur 

dari hasil investasiberdasarkan prinsip bagi hasil 

atau bisa juga disebut dengan prinsipmudharabah, 

musyarakah, al bai’ bi tsaman ajil, salam, istisna 

danpengembangan dari akad tijarah lainnya, 

dengan pengelolaan keuntunganinvestasi dibagi 

menjadi dua antara perusahaan dengan nasabah 

                                                             
8
M. Nur Rianto Al-Arif, Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah 

Kesehatan, Pendidikan, Jiwa, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015 ) hlm. 21 
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ataupemegang polis atau antara perusahaan 

asuransi dengan pengusaha.Adapun untuk 

Asuransi konvensional, pada umumnya bank dana 

yangterkumpul pada asuransi konvensional 

diinvestasikan oleh perusahaanasuransi dengan 

menggunakan prinsip bunga (interest). 

Diinvestasikandalam bentuk deposito di bank 

konvensional maupun dalam bentuksuntikan 

modal kepada pengusaha (investor) dengan 

perhitungan sukubunga tertentu. 

4. Landasan Hukum Asuransi Syariah 

Landasan asuransi syariah adalah hukum 

praktik asuransi syariah sejak awal asuransi syariah 

merupakan bisnis pertanggungan yang didasari nilai-

nilai Islam yaitu menunjuk pada Al-Qur’an dan 

sunnah Nabi SAW. Seperti nilai dasar tolong 

menolong, kerjasama atau semangat untuk melakukan 

proteksi terhadap peristiwa kerugian (resiko) di masa 
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mendatang. Beberapa dasar hukum yang dijadikan 

acuan dalam pelaksanaan Asuransi Syariah adalah : 

1. Asuransi Syariah dalam Al-Qur’an 

a. Perintah Allah SWT Untuk Mempesiapkan Hari 

Depan 

Allah SWT dalam Al-Qur’an memerintahkan 

kapadahambanya untuk senantiasa melakukan 

persiapan untuk menghadapi hari esok, karena 

itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha 

untuk menabung atau berasuransi. Menabung 

adalah upaya mengumpulkan dana untuk 

kepentingan mendesak atau kepentingan yang 

lebih besar. Sedangkan berasuransi untuk 

berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang 

menimpa kita. Di sini diperlukan perencanaan 

dan kecermatan menghadapi hari esok. Allah 

SWT berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 18. 

b. Perintah Allah untuk saling menolong dan kerja 

sama. Allah berfirman dalam Surat al-Maidah 

ayat 2.5: 
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Artinya: “…..dan tolong menolonglah kamu 

dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 

siksa-Nya”. (QS. al-Maidah:2) 

 

Ayat ini memuat perintah tolong-

menolong antara sesama manusia. Dalam bisnis 

asuransi, nilai ini terlihat dalam praktek 

kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi 

untuk menyisihkan dananya agar digunakan 

sebagai dana sosial.  

c.  Perintah Allah untuk saling melindungi dalam 

keadaan susah. 

Allah SWT sangat concern dengan kepentingan 

keselamatan dan keamanan dari setiap umat-

Nya. Karena itu, Allah memerintahkan untuk 



 27 

saling melindungi dalam keadaan susah satu 

sama lain.6 Sebagai mana firman Allah:  

نْْجُوْعٍْەْٓ  الَّذِيْْ نْْخَوْفٍْْٓ  اطَْعَمَهُمْْمِّ  ࣖوَّاٰمَنَ هُمْْمِّ
 

Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada 

mereka untuk menghilangkan lapar dan 

mengamankan mereka dari ketakutan. (QS. 

Quraisy:( 4) 

 

d. Perintah Allah untuk bertawakkal dan optimis 

berusaha Allah berfirman: 

صِيْٓ  مَاْۤاَصَابَْمِن ْباِِذٓ  مُّ وِْٓ  بةٍَْاِلََّّ ْٓ ْْنِْاللّٰ
ٓ  مِنٓ  يُّؤْٓ  وَمَن وِْيوَْٓ  وُْْٓ ْٓ  بوَٓ  دِْقَلٓ  باِللّٰ وَاللّٰ

مٌْٓ  ءٍْعَلِيٓ  بِكُلِّْشَى  
 

Artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang 

menimpa seseorang kecuali dengan izin 

Allah…” (QS. at-Taaghabun:11). 

 

Allah swt telah memberi penegasan 

dalam ayat diatas bahwa segala musibah atau 

peristiwa kerugian (peril) yang akan terjadi di 

masa mendatang tidaklah dapat diketahui 

kepastiannya oleh manusia. Akan tetapi, 

terdapat nilai implisit dari ayat di atas, yaitu 
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dorongan bagi manusia untuk selalu 

menghindari kerugian dan berusaha 

meminimalisasikannya sedikit mungkin. Salah 

satu metodenya adalah dengan memperbanyak 

do’a kepada Allah SWT sebagai pengatur 

kehidupan di alam, agar terhindar dari bencana 

serta kerugian ekonomi. 

2.  Asuransi Syariah dalam Sunnah Nabi 

ْ ْبْنِ ْسَعْدِ ْعَنْ ْسُفْيَانُ ثَ نَا ْحَدَّ ْنُ عَيْمٍ ْأبَوُ ثَ نَا إِبْ راَىِيمَْحَدَّ
ْصَلَّىْ ْالنَّبُِِّ ْجَاءَ ْقَالَ ْعَنْوُ ْاللَّوُ ْعَنْ ْسَعْدٍ ْبْنِ ْعَامِرِ عَنْ
ْيََوُتَْ ْأَنْ ْيَكْرَهُ ْوَىُوَ ةَ ْبِكََّ ْوَأنَاَ ْيَ عُودُنِ ْوَسَلَّمَ ْعَلَيْوِ اللَّوُ
هَاْ ْمِن ْ ْىَاجَرَ ْالَّتِِ ْرَضِيَ ْوَقَّاصٍ ْأَبِ ْبْنِ ْسَعْدِ باِلَْْرْضِ

ْيَ رْحَمُْ ْأوُصِيْْقاَلَ ْاللَّوِ ْرَسُولَ ْياَ ْقُ لْتُ ْعَفْراَءَ ْابْنَ اللَّوُ
ْالث ُّلُثُْ ْقُ لْتُ ْلََّ ْقاَلَ طْرُ ْفَالشَّ ْقُ لْتُ ْلََّ ْقاَلَ كُْلِّوِ بِاَلِ

ْفَالث ُّلُثُْ ْْقاَلَ كَْثِيٌر ْوَرَثَ تَكَْوَالث ُّلُثُ ْتَدعََ ْأَنْ إنَِّكَ
ْيَ تَكَْ ْعَالَةً ْتَدَعَهُمْ ْأَنْ ْمِنْ ْخَيْ رٌ ْفِِْأغَْنِيَاءَ ْالنَّاسَ فُونَ فَّ

  أيَْدِيهِمْْ
 

Artinya: “Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad bin 

Abi Waqasy, telah bersabda rasulullah saw: 
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“lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak 

kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari 

pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin 

(kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia 

lainnya.” (H.R Bukhari). 

 

Nabi Muhammad saw sangat 

memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di 

masa mendatang, yaitu dengan cara 

mempersiapkan sejak dini bekal yang harus 

diperlukan untuk kehidupan di masa yang akan 

datang. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan 

operasional dari asuransi, organisasi asuransi 

mempraktekkan nilai yang terkandung dalam 

hadits di atas dengan cara mewajibkan anggotanya 

untuk membayar uang iuran (premi) yang 

digunakan sebagai tabungan dan dapat 

dikembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat 

terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam 

bentuk kematian nasabah atau kecelakaan diri. 

Selain itu Rasulullah saw juga memberikan 

tuntunan kepada manusia agar selalu bersikap 
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waspada terhadap kerugian atau musibah yang 

akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan 

segalanya (tawakal) kepada Allah swt. 

3. Perintah Asuransi Syariah dalam Al-Qur'an 

dan Hadis 

Praktek asuransi adalah bisnis yang 

bertumpu pada bagaimana cara mengelola resiko 

itu dapat diminimalisasi pada tingkat yang sedikit 

(serendah) mungkin. Resiko kerugian tersebut 

akan terasa ringan jika ditanggung bersama-sama 

oleh semua anggota (nasabah) asuransi. 

Sebaliknya, jika resiko kerugian tersebut hanya 

ditanggung oleh pemiliknya, maka akan terasa 

berat bagi pemilik resiko tersebut. Dengan 

merujuk dalil-dalil di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa praktek asuransi syari’ah sama 

sekali tidak bertentangan ajaran agama Islam, 

bahkan kita dapat memetik beberapa manfaat 

darinya. Di antaranya: 
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a. Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa 

sepenanggungan di antara anggota. 

b.  Implementasi dari anjuran Rasulullah saw agar 

umat Islam saling menolong. 

c. Jauh dari bentuk-bentuk muamalah yang 

dilarang syari’at. 

d.  Secara umum dapat memberikan perlindungan-

perlindungan dari resiko kerugian yang diderita 

satu pihak. 

e. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu 

secara khusus mengadakan pengamanan yang 

memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya.
9
 

f. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan 

mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu, 

dan tidak perlu mengganti atau membayar 

sendiri kerugian yang timbul, yang jumlahnya 

tidak tertentu dan tidak pasti. 

                                                             
9
https://www.tongkronganislami.net/dasar-hukum-asuransi-syariah-

dalam-al-quran-dan-hadis/diakses pada tanggal 26 Januari 2021 pukul 08:30 

https://www.tongkronganislami.net/dasar-hukum-asuransi-syariah-dalam-al-quran-dan-hadis/
https://www.tongkronganislami.net/dasar-hukum-asuransi-syariah-dalam-al-quran-dan-hadis/
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g. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar 

pada pihak asuransi akan dikembalikan saat 

terjadi peristiwa atau berhentinya akad. 

h. Menutup loss of corning power seseorang atau 

badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi 

(bekerja). 

4. Ijtihad 

Fatwa sahabat, praktik sahabat berkenaan 

dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah 

dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin 

Khattab mereka berkata orang-orang yang mana 

tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima 

bantuan dari satu sama lain dan harus 

menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti 

rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang 

dilakukan oleh salah satu seorang anggota 

masyarakat mereka.Umar-lah orang yang pertama 

kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan 

daftar secara profesional per wilayah, dan orang-



 33 

orang yang terdaftar diwajibkan saling 

menanggung beban. 

5. Landasan Yuridis 

tentang asuransi Islam masih menginduk ke 

peraturan perundang-undangan tentang 

perasuransian secara umum di Indonesia antara 

lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, 

dan Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang 

Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah 

No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Fatwa 

Dewan Islam Nasional Majelis Ulama Indonesia 

No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum 

Asuransi Syari’ah. Adapun peraturan yang secara 

tegas menjelaskan tentang asuransi Islam baru 

pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga 

Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang 
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Jenis,Penilaian dan Pembatasan Investasi 

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi 

dengan Sistem Syari’ah.
10

 Keberadaan lembaga 

asuransi sangat bermanfaat bagi pesertanya. 

Adapun manfaat asuransi bagi pesertanya yaitu: 

a. Rasa aman dan perlindungan 

b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih 

adil. Semakin besar kemungkinan terjadi 

kerugian dan semakin besar kerugian yang 

mungkin ditimbulkannya maka semakin besar 

pula premi pertanggungannya.  

c.  Berfungsi sebagai tabungan. 

d.  Alat penyebaran risiko. Dalam asuransi 

syari’ah risiko dibagi bersama para peserta 

sebagai bentuk saling tolong-menolong dan 

membantu diantara mereka. 

                                                             
10

 Indriyani, Skripsi,: Pengaruh Premi, Ujrah Pengelola Dan Surplus 

Underwriting Dana Tabarru’Terhadap Laba PT Asuransi Takaful 

Umum(Cirebon:Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2015) hlm.13-14 
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e. Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena 

perusahaan asuransi akan melakukan investasi 

sesuai dengan syari’ah atas suatu bidang usaha 

tertentu.  

6. Prinsip Dasar Asuransi Syariah 

Asuransi syari’ah harus dibangun diatas 

pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh. 

Dalam hal ini prinsip utama dalam asuransi syariah 

adalah ta‟awanu‟ala al birr wa al-taqwa (tolong-

menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan 

taqwa) dan al-ta‟min (rasa aman). Prinsip ini 

menjadikan para anggota atau para peserta asuransi 

sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang 

lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal 

ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi 

takaful adalah akad takafuli (saling menanggung), 

bukan akad tabaduli (saling menukar) yang selama ini 

digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu 
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pertukaran pembayaran premi dengan uang 

pertanggungan.
11

 

a. Prinsip Asuransi 

Adapun beberapa prinsip dalam asuransi, yaitu : 

1.  Insurable Interest 

Pada prinsipnya merupakan hak berdasarkan 

hukum untuk suatu risiko yang berkaitan 

dengan keuangan, yang diakui sah secara 

hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang 

dipertanggungkan. Selain itu, sesuatu yang 

dipertanggungkan itu semata-mata menyangkut 

kepentingan yang menimbulkan kerugian 

keuangan tertanggung atas segala sesuatu yang 

dipertanggungkan tersebut. 

2. Utmost Good Faith (Itikad baik) 

Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua 

belah pihak dilandasi oleh itikad baik. Pihak 

penanggung perlu menjelaskan secara lengkap 
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hak dan kewajibannya selama masa asuransi. 

Selain itu yang sangat perlu diperhatikan adalah 

perlakuan dari penanggung pada saat benar-

benar ada risiko yang menimpa tertanggung. 

Pihak penanggung harus konsisten terhadap hak 

dan kewajiban yang pernah disampaikan pada 

tertanggung dan dicantumkan dalam kontrak 

(polis) termasuk batasan-batasan yang ada 

sehingga jelas apabila ada risiko yang tidak 

tercover dalam asuransi. Pihak tertanggung juga 

perlu mengungkapkan secara rinci kondisi yang 

akan diasuransikan sehingga pihak penanggung 

memiliki gambaran yang memadai untuk 

menentukan persetujuan. 

3. Indemnity 

Indemnity adalah mekanisme penanggung 

untuk mengkompensasi risiko yang menimpa 

tertanggung dengan ganti rugi finansial. Prinsip 

Indemnity tidak dapat dilaksanakan dalam 

asuransi kecelakaan dan kematian. Dalam 
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kedua jenis asuransi tersebut, pihak penanggung 

tidak mengganti dengan nyawa yang hilang atau 

anggota tubuh yangcacat/ hilang karena 

indemnity berkaitan dengan ganti rugi 

finansial.Indemnity ini dapat dilakukan dengan 

beberapa cara: pembayarantunai, penggantian, 

perbaikan, dan pembangunan kembali. 

4. Proximate cause 

Proximate cause adalah suatu sebab aktif, 

efisien yangmengakibatkan terjadinya suatu 

peristiwa secara berantai atauberurutan tanpa 

intervensi suatu ketentuan lain, diawali dan 

bekerjadengan aktif dari suatu sumber baru dan 

independen.
12

 

5. Subrogation 

Subrogation pada prinsipnya merupakan hak 

penanggung yang telahmemberikan ganti rugi 

kepada tertanggung untuk pihak lain 
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yangmengakibatkan kepentingan asuransinya 

mengalami suatu peristiwakerugian. Dengan 

prinsip subrogation tertanggung tidak 

mungkinmenerima ganti rugi yang lebih besar 

dari kerusakan yangdideritanya. 

6. Contribution 

Prinsip kontribusi merupakan salah satu akibat 

wajar dari prinsipindemnity yaitu bahwa 

penanggung-penanggung lain yang 

memilikikepentingan yang sama untuk ikut 

bersama membayar ganti rugikepada seseorang 

tertanggung meskipun jumlah tanggungan 

masing-masing belum tentu sama besarnya. 

b. Prinsip Asuransi Syariah 

Ada lebih kurang 9 (Sembilan) prinsip dasar 

asuransi yang dikenal selama ini yaitu: 

1. Tauhid (Unity) 

Prinsip tauhid (unity) adalah dasar utama dari 

setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah 
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islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan 

manusia harus didasarkan pada nilai-nilai 

tauhid, artinya bahwa dalam setiap gerakan 

langkah serta bangunan hokum harus 

mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. 

Tauhid sendiri dapat di artikan sebagai 

suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Manusia dengan artibut yang melekat pada 

dirinya adalah fenomena sendiri yang realitas 

nya tidak dapat di pisahkan dari penciptanya 

(Sang khaliq). Allah berfirman dalam QS. Al-

hadid:4: 

…..                

yang artinya:….dan dia selalu bersamamu 

dimana pun kamu berada. 

 

2. Keadilan (Justice) 

Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya 

dalam menepatkan dalam hak dan kewajiban 



 41 

antara tertanggung dengaan penanggung 

(perusahaan Asuransi). 

 Pertama, tertanggung harus memposisikan 

dirinya pada kondisi yang mewajibkannya 

untuk selalu membayar premi dalam jumlah 

tertentu kepada penanggung (perusahaan 

asuransi) dan mempunyai hak untuk 

mendapatkan sejumlah dana ganti kerugian atau 

santunan jika terjadi peristiwa tidak pasti 

(evenemen). Kedua, penanggung (perusahaan 

asuransi) yang berfungsi sebagai lembaga 

pengelolaan dana mempunyai kewajiban 

membayar klaim kepada penanggung. Disisi 

lain, keuntungan yang dihasilkan oleh 

perusahaan asuransi dari hasil investasi premi 

milik tertanggung harus dibagi sesuai dengan 

akad yang disepakati sejak awal.  
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3. Tolong-menolong (Ta’awun) 

Prinsip dasar penting dalam melaksanakan 

kegiatan berasuransi harus di dasari dengan 

semangat tolong-menolong (ta’awun) diantara 

para tertanggung. Seseorang yang menutupi 

perjanjian asuransi, sejak awal harus 

mempunyai niat dan motivasi untuk membantu 

dan meringankan beban temannya yang pada 

suatu ketika mendapatkan musibah atau 

kerugian. Prinsip ini bersumber pada firman 

Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5):2, yang 

artinya berbunyi sebagai berikut: 

ْوَالتَّقٓ  اْعَلَىْالٓ  وَتَ عَاوَنوُ وَلََّْْٓ  ْْوٰىٓ  برِِّ
ْٓ  ْْوَانِْٓ  عُدٓ  مِْوَالٓ  اِثٓ  اْعَلَىْالٓ  تَ عَاوَنوُ

وَْ وَْشَدِيْٓ ْوَات َّقُواْاللّٰ ْاللّٰ عِقَابِْٓ  دُْالٓ  اِنَّ  
 

…Dan tolong-menolonglah kalian dalam 

mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan 

tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan 

permusuhan. 
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Praktik tolong-menolong dalam asuransi 

merupakan unsur utama pembentukan (DNA-

Chromosom) bisnis asuransi. Tanpa adanya 

unsur ini atau hanya semata-mata untuk 

mengejar keuntungan bisnis (profit eriented) 

berarti perusahaan asuransi itu sudah 

kehilangan karakter utama, dan seharusnya 

sudah wajib terkena pinalti untuk di bekukan 

operasionalnya sebagai perusahaan asuransi. 

4. Kerjasama (Cooperation) 

Prinsip kerjasama (cooperation) merupakan 

prinsip universal yang selalu ada dalam 

literature ekonomi islam. Manusia sebagai 

makhluk social tidak akan dapat hidup sendiri 

tanpa adanya bantuan dari yang lain. Sebagai 

apresiasi dari posisi dirinya selayaknya 

makhluk sosial, nilai kerjasama adalah suatu 

norma yang tidak dapat ditawar lagi. Hanya 

dengan mewujudkan kerjasama antara sesama, 
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manusia baru dapat merealisasikan 

kedudukannya sebagai makhluk sosial.  

 Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat 

berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan 

acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, 

yaitu antara tertanggung dan penanggung. 

Dalam operasionalnya, akad yang dipakai 

dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep 

mudharabah atau musyarakah. 

5. Amanah (Trushtworthy/Al-amanah) 

Prinsip amanah dapat terwujud dalam nilai-nilai 

akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan 

melalui penyajian laporan keuangan tiap 

periode. Perusahaan asuransi harus memberi 

kesempatan besar bagi nasabah untuk 

mengakses laporan keuangan perusahaan, dan 

laporan keuangan dimaksud harus 

mencerminkan nilai-nilai kebenaran serta 

keadilan dalam bermuamalah. Demikian juga, 
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nasabah perlu amanah dalam aspek risiko yang 

menimpanya. Jangan sampai nasabah tidak 

amanah dalam arti mengada-ada sesuatu seolah-

olah telah terjadi evenemen, atau merekayasa 

sebuah kejadian yang menimpa harta benda 

nasabah untuk kemudian mengajukan klaim 

pada perusahaan asuransi. Perusahaan pun juga 

demikian, tidak boleh semena-mena dalam 

mengambil keuntungan yang berdampak pada 

ruginya nasabah. Bila prinsip ini diterapkan, 

maka akan membawa pelakunya mendapatkan 

surga. Rasulullah SAW bersabda bahwa 

seorang pembisnis yang jujur lagi amanah, 

(kelak akan dikumpulkan di akhirat) bersama 

para nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR 

Turmudzi).
13
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6. Kerelaan (Al-ridha) 

Kedua belah pihak dalam akad asuransi harus 

saling ridha. Nasabah ridha dananya dikelola 

oleh perusahaan asuransi syariah yang amanah 

dan profesional. Sebaliknya perusahaan 

asuransi syariah juga ridha terhadap amanah 

yang diembankan nasabah dalam mengelola 

kontribusi (premi) mereka. Demikian juga 

nasabah ridha dananya dialokasikan untuk 

nasabah-nasabah lainnya yang tertimpa 

musibah, untuk meringankan beban penderitaan 

mereka. Dengan prinsip inilah, asuransi syariah 

menjadikan saling tolong-menolong memiliki 

arti luas dan mendalam, karena semuanya 

menolong, bekerjasama, serta bertransaksi 

dengan ikhlas dan ridha pula.  

7. Larangan Riba 

Riba merupakan bentuk transaksi yang harus 

dihindari sejauh-jauhnya, khususnya dalam 
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berasuransi. Karena riba merupakan sebatil-

batilnya transaksi muamalah. Prinsip ini 

merupakan prinsip yang sangat penting karena 

berlaku bagi semua bisnis syariah. Praktik riba 

dilarang karena mengandung unsur-unsur 

kezaliman dan kebatilan yang cenderung 

menguntungkan satu pihak atau sebaliknya 

merugikan pihak lain. karena mengandung 

unsur kezaliman dan kebatilan, maka praktik 

riba dilarang dalam Islam. 

8. Larangan Maisir (Judi) 

Asuransi jika dikelola secara konvensional akan 

memunculkan unsur maisir (gambling). Karena 

seorang nasabah bias jadi membayar premi 

hingga belasan kali, namum tidak pernah klaim. 

Disisi lain terdapat nasabah yang baru satu kali 

membayar premi lalu klaim. Hal ini terjadi, 

karena konsep dasar yang digunakan dalam 

asuransi konvensional adalah konsep transfer of 



 48 

risk. Dimana perusahaan asuransi konvensional 

ketika menerima premi, otomatis premi tersebut 

menjadi milik perusahaan, dan ketika 

membayar klaim pun adalah dari rekening 

perusahaan. Sehingga perusahaan bias untung 

besar (manakala premi banyak dan klaim 

sedikit), atau bisa rugi banyak (ketika premi 

sedikit dan klaimnya banyak). 

9. Larangan Gharar (Ketidakpastian) 

Gharar adalah ketidakjelasan. Risiko dalam 

asuransi, adalah termasuk ketidakjelasan. 

Karena risiko bisa terjadi juga bisa tidak. 

Menurut ketentuan syariat Islam, transaksi yang 

mengandung aspek ketidakjelasan dilarang. 

Dalam asuransi (konvensional), peserta tidak 

mengetahui, apakah ia mendapatkan klaim atau 

tidak?karena klaim sangat bergantung pada 

risiko yang menimpanya. Jika ada resiko, maka 

ia akan dapat klaim, namun jika tidak maka ia 
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tidak mendapatkan klaim. Hal seperti ini 

menjadi gharar adanya, karena akad atau 

konsep yang digunakan adalah transfer of risk. 

Sedangkan jika menggunakan konsep sharing 

of risk, ketidakjelasan tadi tidak menjadi 

gharar. Namun, menjadi sesuatu yang perlu 

diwaspadai, apabila terjadi sesama nasabah 

akan saling bantu-membantu terhadap peserta 

lainnya yang tertimpa musibah, di ambil dari 

dana Tabarru’ yang di kelola oleh perusahaan 

Asuransi Syariah (bukan dari dana perusahaan).

  

7. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi 

Syariah 

Berdasarkan pengertian diatas memiliki perbedaan 

antara asuransi konvensional dengan Asuransi syariah 

yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 2. 1 

Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah 

 

NO 

 

Prinsip 

 

Asuransi 

Konvensional 

 

Asuransi Syariah 

1 

Akad  Akad jual beli ( akad 

mu’awaddah ) 

Akad Tabarru dan akad 

Tijarah (Mudharabah, 

wakalah, wadiah, dan 

lain lain ). 

2 

 

Jaminan/Risk 

 

Transfer Risk 

 

 

Sharing Of Risk 

3 

 

Sumber Hukum 

 

Merupakan pemikiran 

manusia dan 

kebudayaan. 

 

 

Alquran, Hadist dan 

Ijtihad 

4 

 

Kepemilikan 

Dana 

 

Milik perusahaan 

 

Milik peserta, asuransi 

syariah hanya sebagai 

pemegang amanah 

5 

 

DPS 
 

Tidak ada 

 

Ada, bertugas sebagai 

pelaksana operasional 

perusahaan agar berjalan 

sesuai prinsip syariah. 

6 

 

Unsur Premi 

 

Terdiri dari table 

mortalitas, bunga, biaya 

asuransi 

 

 

Terdiri atas unsur 

Tabarru dan tabungan. 

7 

 

Investasi  

 

 

Tidak ada batasan 

 

Ada batasan, sesuai 

dengan prinsip Syariah 

 



 51 

Berdasarkan Perbedaan Asuransi konvensional dan 

Asuransi Syariah diatas dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut: 

a. Dari bentuk akad, dalam Asuransi Syariah akad 

yang digunakan adalah akad tabarru dan akad 

tijarah (mudharabah, wakalah, wadiah dan 

sebagainya). Sedangkan dalam akad Asuransi 

konvensional adanya akad jual beli. 

b.  Dari sumber hukum, sumber hukum Asuransi 

Syariah bersumber dari AlQur’an dan hadist, qiyas 

dan lain-lain. Sumber hukum Asuransi 

konvensional bersumber dari pemikiran manusia 

dan kebudayaan, berdasarkan hukum positif, 

hukum alami, dan lain-lain.  

c. Dari segi kepemilikan dana, dalam perusahaan 

asuransi syariah dana yang terkumpul dari peserta 

asuransi berupa pembayaran kontribusi merupakan 

hak milik peserta. Pihak perusahaan asuransi 

sebagai pengelola atau pemegang amanah dari 

peserta Asuransi syariah. Adapun dalam asuransi 
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konvensional, iuran yang dibayarkan peserta 

asuransi menjadi milik perusahaan, dan berwenang 

menentukan sendiri jenis dan bentuk dari investasi 

kemana aja.  

d. Dari segi dewan pengawas syariah, adanya dewan 

pengawas syariah dalam mekanisme berjalannya 

Asuransi Syariah merupakan suatu keniscayaan 

selain bertugas mengawasi operasional dalam hal 

pengeluaran produk dan investasi dari asuransi 

syariah agar dalam kegiatannya tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip syariah. Pada asuransi 

konvensional tidak ada dewan pengawas syariah 

sehingga dalam praktiknya dimungkinkan adanya 

hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah.
14
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8. Asuransi Umum Syariah 

Ada banyak produk asuransi yang beredar di 

pasar, termasuk asuransi umum. Namun, tak banyak 

orang yang paham soal pengertian asuransi umum 

atau general insurance. Mengutip pepatah lama, tak 

kenal maka tak sayang, begitu pula halnya dengan 

asuransi. Keterbatasan pengetahuan membuat tak 

banyak orang yang memiliki asuransi umum. Padahal, 

jika Anda punya aset, bisnis, atau segala sesuatu yang 

punya risiko kerugian, maka sejatinya Anda perlu 

asuransi umum.Dalam peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa perusahaan 

Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang 

menyelenggarakan usaha Asuransi Umum Syariah. 

Sedangkan usaha Asuransi Umum Syariah adalah 

usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah 

guna saling menolong dan melindungi dengan 

memberikan penggantian kepada peserta atau 

pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya 

yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung 



 54 

jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin 

diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya 

suatu peristiwa yang tidak pasti sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 

Tentang Perasuransian.
15

 

Secara umum, pengertian asuransi umum 

atau general insurance adalah asuransi yang 

memberikan manfaat berupa ganti rugi kepada 

tertanggung jika terjadi kerusakan, kerugian, 

kehilangan pada harta benda. Dengan memiliki 

asuransi umum, maka Anda dapat terhindar dari 

kerugian atau menekan kerugian seminimal mungkin 

jika terjadi risiko. Ada bermacam-macam risiko 

kerugian yang bisa Anda hadapi, misalnya kebakaran, 

kerusakan, kecelakaan, kecurian, kehilangan, 

penerbangan yang telat, dan lain sebagainya.
16
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Asuransi umum atau general insurance ini 

dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya: 

1. Asuransi kebakaran (fire insurance) 

Produk asuransi umum ini memberikan proteksi 

terhadap risiko terjadinya kebakaran. Asuransi 

kebakaran digunakan untuk memproteksi rumah 

dari kemungkinan atau risiko terjadi kebakaran 

yang disebabkan oleh nyala api, baik kecil maupun 

besar, secara tidak sengaja dan umumnya sukar 

dikendalikan. Asuransi kebakaran ini juga 

bermanfaat untuk melindungi bisnis. Asuransi ini 

cocok dimiliki oleh mereka yang memiliki rumah, 

gudang, ruko, atau aset tidak bergerak lainnya. 

Selain itu, asuransi kebakaran ini juga biasa 

dimiliki oleh para pebisnis untuk mengantisipasi 

risiko kebakaran yang melanda asetnya, seperti 

kantor, pabrik, gudang hingga persediaan. 
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2. Asuransi kendaraan bermotor (vehichle insurance) 

Asuransi kendaraan bermotor merupakan jenis 

asuransi umum yang memberikan perlindungan 

berupa ganti rugi jika terjadi kerusakan atau 

kehilangan pada kendaraan bermotor. Definisi 

kendaraan yang menjadi obyek tanggungan 

asuransi umum adalah kendaraan yang digerakan 

oleh motor, seperti misalnya mobil dan motor. 

Namun, kendaraan di sini tidak termasuk 

kendaraan yang tidak bernomor polisi.Asuransi 

kendaraan bermotor saat ini bisa digolongkan lagi 

berdasarkan jenis proteksi yang ditawarkannya 

menjadi: 

a. Comprehensive 

Memberikan perlindungan atas kerugian 

dan/atau kerusakan kendaraan bermotor 

dan/atau kepentingan yang disebabkan oleh 

tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, 

terperosok, perbuatan jahat, pencurian, 
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kebakaran, dan pengangkutan dengan kapal 

penyeberangan. 

b. Total loss only 

Syarat manfaat pada asuransi ini serupa dengan 

comprehensive. Hanya saja, manfaat ini hanya 

akankeluar jika kerugian atau kerusakan 

kendaraan sudah mencapai 75% dari harga 

pasar kendaraan yang. 

c. Third party liability 

Pada asuransi ini, perusahaan asuransi juga 

menyediakan manfaat berupa tanggung jawab 

hukum kepada pihak ketiga hingga penggantian 

biaya pengobatan untuk pengemudi dan 

penumpang yang terlibat kecelakaan. Misalnya, 

jika mobil Anda terlibat tabrakan dan 

menyebabkan mobil orang lain rusak, jika Anda 

memiliki asuransi kendaraan jenis third party 

liability, maka perusahaan asuransi akan 
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menanggung ganti rugi kepada pihak ketiga 

yang terlibat tabrakan dengan mobil Anda. 

Pada saat ini, beberapa perusahaan asuransi 

juga menawarkan perluasan perlindungan 

dalam asuransi kendaraan motor. Perluasan 

perlindungan yang ditawarkan misalnya 

kerugian akibat aksi massa, huru-hara, 

kerusakan akibat bencana alam, menanggung 

biaya pengobatan akibat kecelakaan, santunan 

kematian jika tertanggung wafat akibat 

kecelakaan, dan sebagainya. 

3. Asuransi rekayasa (engineering insurance) 

Jenis asuransi umum atau general insurance ini 

bisa meminimalkan berbagai risiko yang muncul 

terkait dengan rekayasa. Ada dua aspek rekayasa 

yang dilindungi oleh asuransi rekayasa, yakni: 

a. Engineering proyek 

Yaitu asuransi yang memberikan perlindungan 

terhadap aktivitas teknik dalam rangka 

membangun sesuatu. 
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b. Engineering non-proyek 

Yaitu asuransi yang memberikan perlindungan 

terhadap pengoperasian alat-alat engineering, 

seperti alat berat, mesin-mesin, dan sebagainya. 

4. Asuransi pengangkutan 

Jenis asuransi umum atau general insurance ini 

menawarkan pertanggungan atas risiko yang 

mungkin menimpa barang atau aset dalam 

perjalanan. Ada yang mengklasifikasikan asuransi 

pengangkutan sesuai dengan moda pengangkut 

barang yang menjadi jaminan, misalnya asuransi 

pengangkutan laut dan asuransi pengangkutan 

darat. Beberapa asuransi pengangkutan yang 

tersedia di pasar antara lain marine cargo 

insurance, marine hull insurance, freight forwarder 

liability insurance, dan lain-lain. 

5. Asuransi lain-lain (miscellaneous insurance) 

Selain produk-produk yang masuk ke dalam empat 

kategori di atas, ada jenis asuransi umum lainnya 
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yang dikelompokkan ke dalam aneka asuransi lain-

lain. Jenis yang tercakup dalam lini produk ini 

terbilang luas, mulai product liability insurance, 

public liability insurance, burglarly insurance, 

personal accident insurance, hingga travel 

insurance. 

9. Bentuk Asuransi 

Berdasarkan karakternya, perjanjian asuransi terbagi 

dalam dua golongan, yaitu asuransi kerugian dan 

asuransi jumlah / jiwa / keluarga. 

a.  Asuransi kerugian adalah perjanjian asuransi yang 

memberikan jasa dalam penanggulangan resiko 

atas kerugian kehilangan manfaat, dan tanggung 

jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul 

dari peristiwa yang tidak pasti, asuransi kerugian 

meliputi asuransi kendaraan, asuransi rumah 

(bangunan).  

b.  Asuransi Jumlah/jiwa/keluarga adalah perjanjian 

asuransi yang memberikan jasa dalam 
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penanggulangan risiko yang berkaitan dengan 

hidup atau meninggalnya seseorang, asuransi jiwa 

ini meliputi asuransi jiwa, kesehatan, dan 

kecelakaan.
17

 

B. Ujroh 

1. Pengertian Ujroh 

Dana peserta atau premi yang telah dibayarkan 

peserta kepada perusahaan asuransi umum syari’ah 

dimasukkan ke dalam rekening tabarru’ dan sebagian 

diinvestasikan agar dananya berkembang. Perusahaan 

berhak mengelola dana tersebut, karena peserta sudah 

mewakilkan dananya kepada perusahaan. Perwakilan 

atau wakalah menurut bahasa artinya al-hifdz, al-

kifayah, ad-dhaman dan al-tafwidh (penyerahan, 

pendelegasian, pemerian mandat).
18

 

Ujrah adalah fee atau upah yang diberikan 

kepada entitas asuransi umum syariah atas jasa entitas 
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Waldi Nopriansyah, Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak 

Terduga, (Yogyakarta : CV Andi OFFSET, 2016) hlm. 17 
18

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2010), 231. 
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asuransi umum syariah dalam mengelola dana 

tabarru’ peserta. Ujrah dilandasi dengan akad 

wakalah bil ujrah. Ujrah akan menjadi milik 

perusahaan, yang dapat digunakan untuk biaya 

operasional perusahaan. Secara otomatis ujrah 

menjadi asset dana pemegang saham (DPS). 

Perusahaan tidak boleh menggunakan dana peserta 

tabarru’ (DPT) untuk kebutuhan perusahaan. 

Perusahaan hanya berhak menggunakan ujrah untuk 

kebutuhan operasionalnya.
19

 

Dalam perspektif Islam, upah termasuk 

kedalam domain fiqih muamalat, yakni dalam 

pembahasan tentang ijaroh. Menurut bahasa, ujroh 

berarti upah. Oleh karena itu, lafaz ujroh memiliki 

pengertian umum yang meliputi upah atas 

pemanfaatan suatu benda atau imbalan dari suatu 

kegiatan. Kitab-kitab fiqih muamalat kontemporer 
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Ria Haryani, Pendapatan Pengelolaan Operasi Asuransi (Dana 

Ujrah) Dan PengarunyaTerhadap Laba/Rugi Pada PT. Asuransi Takaful 

Umum Di Indonesia, Jurnal Islaminomic Vol. 7 Np. 1, April 2016 
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saat ini banyak yang menerjemahkan kata ujroh 

dengan sewa menyewa, maka hal tersebut jangan 

lantas diartikan dengan menyewa suatu barang. Upah 

adalah transaksi yang lazim dilakukan di masyarakat 

dari berbagai status dan strata sosial. Tentu saja 

hukum dari upah adalah mubah (boleh) karena upah 

termasuk ke dalam domain muamalah dimana hokum 

asal dari setiap muamalah adalah boleh, kecuali 

terdapat dalil yang mengharamkannya. 

Dengan demikian ujroh juga dilandaskan 

dengan akad wakalah bil ujroh sebagaimana yang 

terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia No.52/DSN-MUI/III/2006 

Tentang Akad Wakalah Bil Ujroh pada Asuransi dan 

Reasuransi Syariah, wakalah bil ujroh adalah 

pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan 

asuransi untuk mengelola dana peserta dengan 
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pemberian Ujroh.
20

 Adapun rukun dan syarat wakalah 

menurut fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 

adalah sebagai berikut : 

a. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakili) 

1.  Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap 

sesuatu yang diwakilkan. 

2.  Orang mukallaf atau anak mumayyiz alam 

batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang 

bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk 

menerima hibah, menerima sedekah dan yang 

lainnya. 

b. Syarat-syarat wakil (yang mewakili) 

1. Cakap hokum 

2. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan 

kepadanya 

3. Wakil adalah orang yang diberi amanat. 
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Abdur Rohman,Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Insani,(Jawa 

Timur: Duta Media,2017),hlm.108-110  
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c. Hal-hal yang diwakilkan 

1. Diketahui dengan jelas oleh orang yang 

mewakili 

2. Tidak bertentangan dengan syariah islam 

3. Dapat diwakilkan menurut syariah islam. 

Manfaat barang atau jasaharus bisa dinilai dan 

dapat dilaksanakan dalam kontrak. 

C. Laba 

Laba sering disebut dengan profit atau keuntungan. 

Laba ialah selisih positif antara pendapatan dikurangi 

beban (expenses), yang merupakan dasar ukuran kinerja 

bagi kemampuan manajemen dalam mengoperasikan 

harta perusahaan. Laba secara bahasa atau menurut Al-

Qur’an, As-Sunnah, dan pendapat para ulama fiqh adalah 

pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat 

juga dikatakan sebagai tambahan yang timbul karena 

barter atau ekspedisi dagang.
21
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Diah Marlina, Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan 
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Plered Kab. Cirebon (Cirebon: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon, 
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Laba merupakan suatu pos dasar yang penting dari 

ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan 

dalam berbagai konteks. Adapun kegunaan laba adalah 

sebagai suatu dasar bagi: 

1. Pembuatan kebijakan deviden dan penahanan laba 

suatu perusahaan. 

2.  Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu 

investasi dan pedoman pengambilan keputusan. 

3. Laba dipandang sebagai suatu peralatan prediktif yang 

membantu dalam peramalan laba mendatang dan 

peristiwa ekonomi yang akan datang. 

 Laba atau rugi suatu perusahaan dicatat dalam 

sebuah laporan laba rugi. Laporan laba atau rugi adalah 

suatu daftar yang memuat ikhtisar tentang penghasilan, 

biaya, serta hasil neto suatu perusahaan pada suatu 

periode tertentu. Laporan laba rugi memiliki dua arus, 

yaitu pendapatan dan biaya. Jika pendapatan lebih besar 

dari biaya, maka perusahaan akan memperoleh laba atau 

keuntungan. Akan tetapi jika pendapatan lebih kecil dari 
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biaya, maka perusahaan mengalami kerugian.Jenis-jenis 

laba ada beberapa, yaitu:  

1.  Laba bruto (gross profit) Laba bruto adalah selisih 

antara penjualan bersih dengan harga pokok 

penjualan. Disebut bruto karena jumlah ini masih 

harus dikurangi dengan beban usaha. 

2. Laba usaha (income operating) Laba usaha adalah 

laba yang diperoleh semata-mata dari kegiatan utama 

perusahaan. 

3. Laba bersih (net profit) Laba bersih adalah angka 

terakhir (laba) dalam laporan laba rugi perusahaan. 

 Pelaporan laba dibuat untuk maksud tertentu. 

Adapun tujuan dibuatnya pelaporan laba terbagi atas 3 

bagian, yaitu: 

1. Tujuan umum Tujuan umum, yaitu laba harus 

merupakan hasil penerapan aturan dan prosedur yang 

logis serta konsisten secara internal.  

2.  Tujuan utama Tujuan utama, yaitu memberikan 

informasi yang berguna bagi mereka yang saling 
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berkepentingan dengan laporan keuangan. Laba harus 

dievaluasi berdasarkan dimensi perilaku, salah 

satunya adalah kemampuan meramal. 

 Tujuan khusus Tujuan khusus, yaitu penggunaan laba 

sebagai pengukur efisiensi manajemen penggunaan 

angka laba hiistoris untuk meramal keadaan saham 

dan distribusi dividen di masa yang akan datang dan 

penggunaan laba sebagai pengukur keberhasilan serta 

sebagai pedoman pengambilan keputusan manajerial 

di masa yang akan dating.
22

 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dapat disimpulkan perbedaan 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Ria Haryani “Pendapatan pengelolaan operasi asuransi 

(dana ujrah) dan pengaruhnya terhadap laba/rugi pada 

PT Asuransi Takaful Umum di Indonesia” penelitian 

                                                             
22

Indriyani, Pengaruh Premi, Ujrah Pengelola Dan Surplus 

Underwriting Dana Tabarru’ Terhadap Laba PT Asuransi Takaful 

Umum(Cirebon:Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurrjati, 2015) 
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ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh pendapatan pengelolaan operasi asuransi 

(dana ujrah) terhadap laba/rugi pada PT Asuransi 

Takafful Umum di Indonesia. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan deskriptif 

kuantitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder berupa Pendapatan pengelolaan 

operasi asuransi (dana ujrah) dan pengaruhnya 

terhadap laba/rugi pada PT Asuransi Takafful Umum 

di Indonesia. Persamaan penelitian yang diteliti 

dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama 

meneliti Ujrah dan Laba, bedanya adalah dengan 

peneliti ini obyek penelitian. 
23

 

2.  Indriyani “Pengaruh Premi, Ujrah Pengelola dan 

Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Terhadap Laba 

PT. Asuransi Takaful Umum” penelitian ini 

berkonsentrasi mengenai bagaimana pengaruh premi, 
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ujrah pengelola dan surplus underwriting dana 

tabarru’ secara simultan terhadap laba perusahaan PT. 

Takaful umum. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan analisis kuantitatif yaitu dengan analisis 

deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah 

data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah 

laporan keuangan PT. takaful umum selama 5 tahun 

yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. 

Persamaan penelitian yang diteliti dengan penelitian 

terdahulu adalah sama-sama meneliti Ujrah dan Laba 

pada perusahaan asuransi syariah. Bedanya adalah 

pada penelitian ini tidak meneliti tentang premi, 

surplus underwriting dana tabarru’. 
24

 

3.  Ira Ayu Pradani “Pengaruh Rasio Keuangan 

Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan 

Asuransi Syariah di Indonesia” penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan 
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terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan asuransi 

syariah di Indonesia tahun 2014-2016. Penelitian ini 

termasuk penelitian jenis kuantitatif. Persamaan 

penelitian yang diteliti dengan penelitian terdahulu 

adalah sama-sama meneliti pertumbuhan laba. 

Perbedaan penelitian ini dengan penilitian terdahulu 

adalah terdapat hubungan rasio keuangan dengan 

pertumbuhan laba peneliti menggunakan variabel 

pertumbuhan laba dan obyek penelitian yakni 

perusahaan yang terdaftar di OJK. 
25

 

4. Yudha Ramadhan “ Pengaruh ujrah diterima, beban 

klaim dan total investasi terhadap laba asuransi jiwa 

syariah di Indonesia periode 2008- 2017”.6 Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ujrah 

diterima, beban klaim dan total investasi terhadap laba 

perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 

2008-2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda 
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 Ira Ayu Pradani 2018, Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap 

Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di 

Indonesia(Surabaya: Universits Islam Negeri Sunan Ampel ) 
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dengan bantuan software. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Persamaan 

penelitian yang diteliti dengan penelitian terdahulu 

adalah sama-sama meneliti Ujrah dan Laba,pada 

perusahaan yang terdaftar di OJK, bedanya adalah 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

peneliti tidak meneliti tentang beban klaim, dan total 

investasi.
26

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Puspitasari 

(2012) berjudul “Model Proporsi Tabarru dan Ujroh 

Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia.” 

Adapun pada penelitian terdahulu menggunakan 

instrumen atau metode penelitian kualitatif berbeda 

yang akan penulis lakukan yaitu menggunakan metode 

kuantitatif.
27
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E. Hipotesis 

Hipotesis terdiri dari dua penggalan kata yaitu 

hypo dan thesis.Hypo artinya dibawah, lemah atau kurang, 

sedangkan thesis artinya proporsi atau pernyataan yang di 

sajikan sebagai bukti. Jadi hipotesis dapat diartikan 

sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan 

perlu di buktikan melalui penelitian atau hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan 

penelitian dan perlu dibuktikan melalui penelitiannya. 

Adapun hipotesisnya sebagai berikut: 

H0 : tidak terdapat pengaruh antara Ujrah terhadap 

Laba perusahaanasuransi Syariah 

Ha : terdapat pengaruh antara ujrah terhadap laba 

perusahaan asuransiSyariah 

 


